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ABSTRAK 

 

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Di tengah-tengah 

perdebatan pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini muncul istilah whistleblower 

dan justice collaborator sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting guna 

memerangi kejahatan korupsi yang sulit untuk dibongkar. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kriteria pelaku dalam 

pemberian status whistleblower oleh lembaga penyidikan dalam tindak pidana 

korupsi saat ini dan di masa yang akan datang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis atau socio-legal research yaitu kombinasi antara pendekatan yang 

berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, 

ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, dan sejumlah ilmu lainnya, 

yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti 

pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif  analitis yaitu melakukan 

deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang telah penulis peroleh. 

Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia whistleblower dan justice 

collaborator belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara implisit 

whistleblower dan justice collaborator di atur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2011. Namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena undang-

undang tersebut tidak memberikan panduan yang jelas terkait siapa saja yang bisa 

menjadi whistleblower, bagaimana kriterianya, bagaimana prosedur 

pengungkapannya, tidak adanya kepastian pemberian reward, perlindungan 

hukum yang tidak pasti. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Indonesia masih 

tertinggal dalam hal penanganan terhadap whistleblower dan justice collaborator. 

Oleh karenanya di masa yang akan datang perlu diformulasikan peraturan 

setingkat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai whistleblower 

dan justice collaborator. 
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